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PUTUSAN
Nomor 1201/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata
pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan

sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 47 tahun, agama lIslam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota

Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan D.3 Matematika, pekerjaan Guru
Honor, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten
Kuantan Singingi, Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya
bertanggal 31 Agustus 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1201/Pdt.G/2016/PA.Pbr. pada tanggal 07

September 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sebagaimana Kutipan Akta Nikah
N0.418/31/V111/2016 tertanggal 12 Agustus 2016;
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2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-
istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat Dijalan Labersa Perumahan

Citra Lestari;

3. Bahwa pada waktu akad nikah di langsungkan Penggugat berstatus sebagai janda
cerai hidup beranak emapat sedangkan Tergugat berstatus sebagai Duda cerai mati
beranak satu, bahwa selama ikatan pernikahan antara penggugat dan tergugat telah
melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namum belum

dikaruniai keturunan;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan
damai hanya beberapa hari saja setelah pernikahan setelah itu antara Penggugat
dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan
antara lain:

a. Tergugat keras kepala, egois serta ingin menang sendiri;

b. Tergugat tidak pernah mendengarkan saran dan nasehat yang diberikan oleh

Penggugat sebagai isteri yang sah dari Tergugat;

c. Tergugat tidak memberikan nafkah yang patut dan layak kepada Penggugat di

karenakan Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan keluarga;

d. Tergugat seorang yang pencemburu yang berlebihan, dan selalu mencurigai

segala aktifitas Penggugat ketika berada diluar rumah;

5. Bahwa puncak perselisinan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat
terjadi pada tanggal 28 Agustus 2016, Tergugat pergi dari rumah kediaman
bersama. Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang satu minggu
antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik serta

tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah
tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk

membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian,
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gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. BahwaPenggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cg. Majelis Hakim yang menyidangkan
gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan
Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang

amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Ba’in Sughro Tergugat kepada Penggugat .
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan
Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan

secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak hadir di
persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah,
dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 1201/Pdt.G/2016/PA.Pbr. untuk sidang
tanggal 20 September 2016, yang dibacakan di persidangan ternyata Penggugat tidak

beralamat sebagaimana yang disebutkan pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam Relasa Panggilan Penggugat oleh Jurusita tidak
bertemu serta Lurah/Kades setempat tidak mau menanda tangani karena Penggugat
tidak bertempat tinggal dalam wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir dalam persidangan
teresebut tanpa alasan yang dapat diterima hukum, maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg,

gugatannya harus dinyatakan gugur;
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Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk

berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkarg;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah
memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang
dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah
disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat
(3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir di
persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah,
dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 1201/Pdt.G/2016/PA.Pbr. 08 September 2016,
yang dibacakan di persidangan, Penggugat Penggugat tidak beralamat sebagaimana
yang disebutkan pada surat gugatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat

gugatan Penggugat kabur, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf
a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang
perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan

kepada Penggugat:

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum

Islam yang berkaitan dengan perkara ini.
MENGADILI
1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara
ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 430.200,- (empat ratus tiga puluh ribu dua
ratus rupiah).
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Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang
musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016 Miladiyah,
bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1437 Hijriyah, oleh Kami Drs. H. Andi M. AKil,
M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. llfa Susianti, S.H., M.H. dan Drs. Abd. Gani,
M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Andi M. Akil, M.H.
sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H. dan Drs.
Abd. Gani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh
Hidayati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan

Tergugat;
Hakim Ketua Majelis
Drs. H. Andi M. Akil, M.H.
Hakim Anggota Majelis Hakim Anggota Majelis
Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H. Drs. Abd. Gani, M.H.

Panitera Pengganti

Hidayati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:
1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

2. Biaya ATK Rp. 50.000,-
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3. Biaya panggilan Rp. 339.200.,-
4. Hak Redaksi Rp.  5.000,-

5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 430.200,-
(empat ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah).
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